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KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT

bahwa untuk efektifitas, efesiensi, dan akuntabilitas
pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Lampung Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor, 5587) sebagaimana tclah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



e

Menetapkan :

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vyang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat (Berita
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 49) diubah sebagai

berikut:



L,

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

I

SN

10.

Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan vang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah vang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas vang
melaksanakan pengelolaan AFBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjuinya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
pengelolaan APBD.

Organisasi Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat OPD adalah
perangkat daerah pada  pemerintah daerah  selaku  pengguna
anggaran /barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim vang dibentuk dengan keputusan Bupati dan Pimpinan oleh Sekretaris
Daerah vang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
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Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD
adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas /biro keuangan /bagian
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-QOPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan dan anggaran OPD .

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yvang selanjutnya disingkat DPA-OPD
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran,

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dar pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus vwyang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah  daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa vang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi,
krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan
belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam
kondisi wajar.

Naskah perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah
perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah antara pemerintah daerah dan penerima hibah.
Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada:
a. pemerintah pusat;

b. pemerintah daerah lainnya;



c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan
pilihan.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituyjukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.

{(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria
paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
¢. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali:

1. kepada  pemerintah  pusat dalam  rangka ~ mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
dan/atau

2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung
terselenggaranva fungsi peemrinthan, pembangunan dan
kemasyvarakatan; dan

e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Ketentuan Pasal 5 dihapus
Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal & berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

{1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian vang wilayah kerjanya berada dalam daerah.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) hurufl ¢ diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada

W;h-r__msyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ay e
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(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah
vang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:

a. vang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati; atau

c. vang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi
vertilkal atau kepala organisasi perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yvayasan atau organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan

perundang-undangari.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (5) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki kepengurusan di daerah domilisi;

b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah /pertain setempat; dan

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah
dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah
administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran

program dan kegiatan Pemerintah Daerah.




(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan sebagai berkut:

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan
hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan

¢, memiliki sekretariat tetap didaerah.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 8

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah, DBadan dan Lembaga, serta Organisasi
Kemasyarakatan sebagaimana dalam Pasal 4 dapat menyampaikan usulan
hibah secara tertulis kepada Bupati.

(2) Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi
OPD.

(3) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada avat (2) menyampaikan
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Rekomendasi kepala OPD dan pertimbangan TAFPD sebagaimana dimaksud
dalam dalam pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman
alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
(2} Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada avat (1),

meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan /atau jasa,



8. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan avat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagal benkut:

Pasal 10
(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
{2] Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-OPD.
(3) RKA PPKD dan RKA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan

perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 11

(1] Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah,
obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lain;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan vang berbadan
hukum Indonesia.

(3] Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2] dianggarkan dalam kelompok belanja langsung vang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, vang diuraikan kedalam
jenis belanja barang dan jasa, obyvek belanja hibah barang atau jasa dan
rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat pada OPD.

10. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11A,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A
(1) Bupati mencantumkan daftar nama penecrima, alamat penerima dan
besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati dalam Penjabaran
AFPBD.

T



(2) Format Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD.

11, Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis
barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati
berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada avat (1) menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah.

(3] Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima
hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (L3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16
(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan OPD terkait.
(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan
penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala OPD terkait.

13. Kelentuan Pasal 17 ayvat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17
(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja pada PPKD dalam
tahun anggaran berkenaan.
(2] Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja
hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan
pada OPD terkait.



14. kKetentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21
(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan
pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah.
(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan jasa/atau
jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran 1 dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan Pasal 22 ayat (2] diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 22

(1} Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2] Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan
pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan
manfaat untuk masyarakat.

16. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 1 (satu) Pasal baru vaitu Pasal 23A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas bantuan sosial
kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan vang tidak
dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga vang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala
OPD.




(4) Jumlah pagu usulan kepala OPD sebagaimana dimaksud pada avat (3)
paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang
berdasarkan usulan dari calon penerima.

(5} Tata cara pengajuan usulan kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} dengan mekanisme sebagai berikut:

a. individu/keluarga menyampaikan usulan bantuan secara tertulis
kepada Bupati;

b. Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan
sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;

c. Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada DBupati
melalui TAFPD; dan

d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

(6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial vang lebih besar
bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan,

(7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran
yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

17. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi
sebagail berilkut:

Pasal 27

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada
Bupati.

(2) Bupati menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud

pada avat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

EXra
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18. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 28
Rekomendasi kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3) dan avat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi
anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

19. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 29 herbunyi
sebagai berikut:

(1)
(2)
(3)

Pasgal 29
Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA — PPKAD.
Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-OPD.
RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2)
menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan

perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

(1)

(2)

(3)

Pasal 30

Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan
rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. individu dan/atau keluarga;

b. masyarakat; dan

¢c. lembaga non pemerintahan.
Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan
sosial barang daan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada OPD.




21.

22.

23.

Diantara Pasal 30 dan Pasal 31, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 304,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
vang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupal ini dan sebagai bagian
yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Ketentuan Pasal 31 ayat (2] diubah, sehingga pasal 31 berbunyvi sebagai
berikut:
Pasal 31
(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-
FPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas
DPA-OPD

Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3)
disisipkan 1 (satu) avat baru yaitu ayat (2a), sehingga pasal 32 berbunyi
sebagail berikut:

Pasal 32

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(2) Penyvaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar
penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada
individu dan/atau keluarga vang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A.

(2a) Penvaluran/penverahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga

vang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau
keluarga vang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang
berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi cleh
OPD terkait.




(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran
langsung (LS).

(4} Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui
mekansme tambah uang (TU).

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti

penerimaan uang bantuan sosial.
24. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34
(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan
bantuan sosial kepada Bupati melalui BPKD dengan tembusan kepada
OPD terkait.
(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan

perniggunaan bantuan sosial kepada bupati melalui OPD terkait.

25. Diantara Pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai
berilcut:
Pasal 35

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan
sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagal realisiasi obyek belanja
bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan
kegiatan pada OPD terkait.

26. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 354,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35A
(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga vyang tidak dapat direncanakan sebelumnva
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A paling lambat tanggal 5 Januari
tahun anggaran berikutnya.
(2) Rekapitulasi sebagamimana dimaksud pada ayat (1} memuat nama
penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-

masing individu dan/atau keluarga.




27. Ketentuan Pasal 36 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2),
sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36
(1) Pertangpungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial
meliputi:

a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau
surat keterangan dari pejabat vang berwenang kepada Bupati;

b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

c. pakta integritas dar penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesual dengan usulan;
dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa
uang atau bukti serah terima barang atas pemebrian bantuan sosial
berupa barang.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf ¢ dikecualikan terhadap bantuan sosial bagl individu dan/atau

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

28. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyvi sebagai
berikut :

Pasal 39
(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesual standard
akuntansi pemerintahan pada laporan recalisasi anggaran dan diungkapkan
pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah.
(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang
scbagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran Il Peraturan

Bupati ini.

20, Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40
(1) OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan

bantuan sosial.




(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Lkepada OPD yang

mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

30. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42
Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yat (6)
dikecualikan terhadap:

a. organisasi kemasyarakatan vyang telah berbadan hukum sebelum
berlakunyva Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesual dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013;

b, organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan
Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan
Hukum (Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen) vang berdiri sebelum
Proklamasi Kemerdekaan  Republik Indonesia dan  konsisten
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesa, tetap diakui
keberadaan dan kesejarahannya sebagal asset bangsa, tdak perlu
melakukan pendaltaran sesuail dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013; dan

c. organisasi kemasyarakatan vang telah memiliki Surat Keterangan
Terdaftar vang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya.

31. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan
cvaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial dilaksanakan secara penuh

sesuai dengan Peraturan Bupati ini.




Pasal 1T
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannhya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2| mart, 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PA L MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2] mmrni 2019

SEKRET DAERAH
KABUPATEN/LAMPUNG BARAT,

BERTYA DAERAH KABUFPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 21




LAMPIRAN I : FERATURAN BUFATI LAMPUNG BARAT

NOMOR $ TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
DAFTAR PENERIMA HIBAH
Heade T =,
e Wliiifiiia Klsiniist Rmiion et ingan Jumlak [Rel
BHRE Volume | Sativan Tanf/Harga
1 2 3 4 5 b = Petbped -
514 BELAMJIA HIBAH
5.1.4,05 BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/ LEMBAGA/ DRGANISAS i =i

3.14.05.01  |HIBAH EEFADA LEMBAGA-LEMBAGA FEMERINTAH

5.14.05.02 |HIBAH KEPADA ORGANISAST OLAHRAGA DAERAN - ' -

5140803 |HIDAY KEPADA ORGANISAS] PROFES]

st - ]

RUPATT LAMPUNCG BARAT,




LAMPTRAN 11

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR
TANGEAL

TAHUN 2019
2019

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH RERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA RARANG

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TPl e anr pamnnsmens s pinpn ne sampmpsrpsn s yrnse
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAL DENGAN 31 DESEMBER

Momor
Urut

Uraian

Anggaran Reslisasi

Lebih
(Kurang)

Pendaparan

PRI - =1

1.1.

Pendaparan Asli Daerah

BT

Pendapatan Pajak Daerah

[ 1.1.2

Pendapazan Restribusi Dacrah

i 1.1.2

Pmdapaiﬁ-; ITasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahlcan

| 14

Lein-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Belanja

Belanja Tidak Langsung

K:ll\}hilﬂi'
holia
-

Belanja Pegawai

Belanja Langsung

I
o

Belanja Pegawai

E-..'.IL.':I
b | B3
Ik | =t

Belanja Barang dan Jasa

-  Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak
hketiga/ masyarakal

-  PBantuan sosial barang vang diserahlkan kepada pihak
ketiga/ masyaraleat

= Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial

2.2.3

| Belanja Modal

Jumlah

Surplus/ (Defisit)

BUPATI LAMPUNG BARAT

MABSUS



LAMPIRAN T

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL

: PERATUERAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR TatuN 2019
TANGGAL

219

Bantuan Sosial .'ru:p&d; Anpggota Mesyarakat

Kode ) Finecian Pechitungam
_ Uraian Alamat Jumlak: (Bp|
Rekening Welitne | Batuan Tanl{ Harga
=== 2 3 4 5 i T={4x 6
515 Belanja Bantuan Sosial
5.1.5.03 EBelenja Bantuan Sosial kepady Anpggois Masyarakat
3.1:5:03.01

BUPAT] LAMPUNG BARAT,

PA MABETIR
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